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ABSTRAK

Penclitian ini mengkaji peran dan kedudukan lembaga adat dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Payakumbuh
menurut Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2016. Latar belakang penelitian ini adalah adanya kclcgangan antara
pengakuan formal terhadap lembaga adat dalam Perda dengan implementasinya di lapangan, seperti dalam kasus
pembangunan taman di kawasan hutan adat tahun 2022 dan penyusunan RTRW 2022-2042 yang tidak melibatkan
lembaga adat. Adapun rumusan masalah yang penulis angkat. Pertama Bagaimana peran dan kedudukan lembaga adat
dalam pengambilan kebijakan pemerintah menurut Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2016 Kota Payakumbuh tentang
Pelestarian dan Pengembangan Adat di Nagari? Kedua, bagaimana Mckanisme Pelibatan Lembaga Adm. }!ala_tp
Pengambilan Kebijakan Pemerintah Kota Payakumbuh dalam Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 20167 Pcnclnlt!an ini
menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, analitis dan
kasus. Data yang digunakan adalah data sckunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dianalisis secara
kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, peran dan kedudukan lembaga adat diposisikan sebagai mitra strategis
pemerintah daerah dalam pelestarian dan pengembangan adat, namun implementasinya masih menghadapi tantangan
seperti ketiadaan mckanisme yang jelas dan ketidakseimbangan hak dan kewajiban. Kedua, mekanisme pelibatan
lembaga adat meliputi tiga tahap utama: tahap perencanaan, tahap pengambilan kebijakan, dan tahap pelaksanaan, namun
implementasinya masih memerlukan pengaturan yang lebih rinci karena belum ada ketentuan detail tentang prosedur
teknis pelibatan, kejelasan bentuk keterlibatan yang bersifat wajib atau opsional, serta mekanisme penyelesaian jika
terjadi perbedaan pendapat.
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ABSTRACT

This research examines the role and position of traditional institutions in Payakumbuh City Government's policy-
making according to Regional Regulation Number 25 of 2016. The background of this research is the tension bctwo.en
formal recognition of traditional institutions in the Regional Regulation and its implementation in the field, as seen in
cases such as the park construction in customary forest areas in 2022 and the preparation of RTRW 2022-2042 which
did not involve traditional institutions. The research problems raised by the author are: First, how are the role and
position of traditional institutions in government policy-making according to Regional Regulation Number 25 of 2016
of Payakumbuh City concerning the Preservation and Development of Customs in Nagari? Second, what is the
Mechanism for Involving Traditional Institutions in Payakumbuh City Government Policy-Making in Regional
Regulation Number 25 of 20167This research uses normative legal research methods with statutory, conceptual,
analytical, and case approaches. The data used is secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal
materials which are analyzed qualitatively. The research results show: First, the role and position of traditional
institutions are positioned as strategic partners of local government in the preservation and development of customs, but
their implementation still faces challenges such as the absence of clear mechanisms and imbalance of rights and
obligations. Second, the mechanism for involving traditional institutions includes three main stages: planning stage,
policy-making stage, and implementation stage, however, its implementation still requires more detailed regulations
due to the lack of detailed provisions on technical procedures for involvement, clarity on mandatory or optional forms
of involvement, and resolution mechanisms in case of disagreements.
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